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ABSTRAK

Sumber pendapatan negara yang terbesar berasal dari sektor perpajakan, di mana pendapatan
ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan maupun digunakan untuk
belanja negara. Namun, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangat rendah.
Salah satu penyebabnya adalah minimnya pengetahuan dari wajib pajak mengenai sistem
perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga mengakibatkan tingginya kasus pelanggaran
pajak, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut mengakibatkan wajib pajak
dapat dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Maka dari itu, untuk menghindari
kemungkinan dikenakannya sanksi perpajakan, wajib pajak dapat melakukan peninjauan pajak
terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Peninjauan pajak merupakan suatu tindakan kegiatan peninjauan terhadap
seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan
kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari cara penghitungan, pemotongan, penyetoran,
pelunasan, maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan.
Penelitian ini berfokus untuk melakukan peninjauan pajak terkait PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh
Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A/29, dan Pajak Pertambahan Nilai pada
CV. MAS guna menghindari adanya ketidaksesuaian pada proses perhitungan, penyetoran,
maupun pelaporan kewajiban perpajakan dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat
menimbulkan dikenakannya sanksi perpajakan di masa mendatang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran
mengenai objek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan dan kemudian membuat
kesimpulan atas penelitian tersebut. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.
Data primer yang diperoleh adalah gambaran umum tentang perusahaan dan proses
perhitungan pajak terkait PPh dan PPN yang diperoleh dari hasil wawancara. Data sekunder
yang diperoleh adalah SPT Masa, SPT Tahunan, Bukti Potong, SSP, laporan keuangan, ID
Billing, dan faktur pajak.

Berdasarkan hasil peninjauan pajak, dapat disimpulkan bahwa secara
keseluruhan, CV. MAS sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait Pajak
Penghasilan dan Pajak Pertambahan nilai dengan baik. Hal ini dikarenakan CV. MAS
menanggapi dengan serius terkait kewajiban perpajakanya dengan memperkerjakan seorang
karyawan khusus untuk mengatur perpajakan CV. MAS yang ahli dalam bidang perpajakan.
CV. MAS hanya melakukan sedikit kesalahan dalam keterlambatan pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 23 dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25. CV. MAS juga tidak
memperhitungan perhitungan koreksi fiskal dan kredit pajak yang dapat menjadi pengurang
pajak penghasilan terutang seperti Pajak Penghasilan Pasal 25 yang disetorkan pada tahun
2018. Sehingga jika tetap melakukan peninjauan pajak secara rutin, maka dapat meminimalisir
sanksi perpajakan yang mungkin timbul di masa yang akan datang.

Kata kunci: Pajak, Peninjauan Pajak, Pajak Penghasilan. Pajak Pertambahan Nilai, Sanksi



ABSTRACT

The main source of the state revenue comes from tax sector, the income from this tax sector
can be used for building national sustainable infrastructure and national economics.
However, public awareness to pay taxes is still very low. One of the causes is the lack of
knowledge from taxpayers regarding the taxation system in Indonesia which resulting in high
cases of tax violations, intentionally or unintentionally, which results in taxpayers being
subject to tax sanctions. Therefore, to avoid the possibility of imposing tax sanctions,
taxpayers can conduct a tax review for the implementation of their tax obligations.

Tax review is an act of reviewing all tax liabilities that exist in a company and
the implementation of fulfilling these liabilities, both from the method of calculation,
deduction, repayment, payment, and reporting to assess tax compliance. This study focused
on conducting a tax review related to Income Tax Article 4 Paragraph 2, Income Tax Article
21, Income Tax Article 23, Income Tax Aricle 25, Income Tax Article 28A/29, and Value-
Added Tax (VAT) to avoid any mistakes in the process of calculation, paying, or reporting tax
obligations with applicable regulations so tax penalties could arise in the future.

The research method used in this research is descriptive analysis method. This
method aims to describe or provide an overview of the object of research through data that
has been collected and then make conclusions on the research. The data used by researchers
are primary data and secondary data. The primary data obtained is a general description of
the company and the tax calculation process related to income tax and VAT obtained from
interviews. Secondary data obtained are periodic tax return, annual tax return, witholding tax
slip, tax payment slip, financial report, Billing ID, and tax invoice.

Based on the results of the tax review, it can be concluded that overall, CV.
MAS has carried out its taxation obligations related to Income Tax and Value Added Tax
properly. This is because CV. MAS responded seriously regarding its taxation obligations by
hiring a special employee to manage taxation CV. MAS who is an expert in the field of taxation.
CV. MAS only made a few mistakes in the late submission reporting of Income Tax Article 23
and reporting of Income Tax Article 25. CV. MAS also does not take into account the
calculation of fiscal corrections and tax credits that can be deducted from income tax payable
such as Income Tax Article 25 deposited in 2018. So that if CV. MAS continue to carry out
regular tax reviews, it can minimize tax sanctions that may arise in the future.

Keyword: Tax, Tax Review, Income Tax, Value-Added Tax, Sanctions
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Presiden terpilih Indonesia masa jabatan 2019 - 2024, Joko Widodo
menyatakan bahwa salah satu hal utama yang akan menjadi prioritasnya dalam
memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah pembangunan infrastruktur
nasional yang berkesinambungan. Selama masa pemerintahan lima tahun ke depan,
pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan dan dilanjutkan dengan lebih cepat dan
menyambung semua infrastruktur besar lainnya seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan,
dan bandara (Farisa, 2019).

Pembangunan nasional berkesinambungan tersebut dapat terealisasi
hanya apabila pendapatan negara yang mencukupi. Hal ini dikarenakan pada
kenyataannya sumber pendapatan negara Indonesia yang terbesar berasal dari sektor
perpajakan, di mana pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur
maupun digunakan untuk belanja negara. Berdasarkan data dari Kementrian keuangan,
APBN sepanjang tahun 2019, dari total pendapatan negara sebesar 2.165,1 Triliun,
sebanyak 1.332,1 Triliun berasal dari sektor perpajakan, sementara sisanya berasal dari
sektor bukan pajak dan hibah (kemenkeu, n.d.)

Melihat begitu besarnya potensi pendapatan yang dapat diperoleh
negara dari sektor perpajakan membuat pemerintah terus berusaha meningkatkan rasio
pembayaran pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat untuk memenuhi kewajiban
pembayaran pajaknya. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan
memberikan insentif dan fasilitas berupa berbagai langkah perbaikan telah dilakukan
oleh pemerintah untuk dapat menciptakan suatu sistem perpajakan yang adil bagi
semua wajib pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk membayar pajak
sehingga diharapkan dapat menekan jumlah wajib pajak yang masih berusaha untuk
menghindari pembayaran pajak.

Meskipun telah dilakukan upaya oleh pemerintah melalui insentif dan
fasilitas perpajakan yang diterapkan untuk meningkatkan pembayaran pajak, namun

kenyataannya berdasarkan data dari Kementrian keuangan mencatat realisasi



penerimaan pajak sepanjang 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun. Angka ini baru sekitar
84,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019
sebesar Rp 1.577,6 triliun, bahkan menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati,
mengatakan meski tidak tercapai target dalam APBN realisasi penerimaan pajak tahun
ini tumbuh positif sebesar 1.43 persen dari tahun lalu yang hanya mencapai sebesar
Rp 1.313,3 triliun (Kurnia, 2018).

Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya disebabkan oleh pandangan yang menganggap bahwa membayar pajak
merupakan sebuah beban terhadap pendapatannya dan dengan tidak adanya manfaat
secara langsung yang akan diterima oleh wajib pajak setelah membayar pajak tersebut,
seperti contoh infrastruktur yang masih banyak mengalami kekurangan dan harus
dilakukan pembenahan yang lebih mendalam. Faktor lain yang dapat menyebabkan
rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah
minimnya pengetahuan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang berlaku di
Indonesia, seperti contoh cara menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak,
sehingga hal ini mengakibatkan tingginya kasus pelanggaran pajak, baik secara
disengaja maupun tidak disengaja, yang mengakibatkan wajib pajak terkait dapat
dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana, sehingga pemerintah harus
dapat bekerjasama dengan masyarakat dengan memberikan manfaat tidak langsung
dan ajakan serta pelatihan untuk para masyarakat dalam menjalankan kewajiban
perpajakannya untuk menghindari kemungkinan dikenakannya sanksi perpajakan,
salah satu caranya, yaitu wajib pajak dapat melakukan peninjauan pajak atau Tax
Review terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Peninjauan pajak merupakan kegiatan peninjauan terhadap seluruh
kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan
kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari cara penghitungan, pemotongan, penyetoran,
pelunasan, maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan
(Suandy, 2016, p. 155). Dengan dilakukannya peninjauan pajak, wajib pajak dapat
mengetahui apakah kewajiban perpajakannya telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku atau terdapat kesalahan. Jika ditemukan
adanya kesalahan, maka wajib pajak dapat melakukan perbaikan atas kewajiban

perpajakan yang ia lakukan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak atau



fiskus. Jika wajib pajak telah dengan sendirinya melakukan perbaikan sebelum
dilakukan pemeriksaan, maka wajib pajak dapat menanggung sanksi perpajakan yang
lebih ringan. Selain itu, peninjauan pajak juga dapat membuat wajib pajak lebih
memahami ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga di masa mendatang
wajib pajak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dalam pemenuhan kewajiban
perpajakannya.

CV. MAS merupakan sebuah perusahaan yang kegiatan utamanya
bergerak dalam bidang distributor dan supplier barang berupa kain. Dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya, CV. MAS mengandalkan seorang Akuntan
yang berfokus untuk perhitungan segala jenis kewajiban perpajakannya, tanpa adanya
bantuan dari konsultan pajak eksternal, sehingga CV. MAS belum pernah melakukan
peninjauan pajak untuk meninjau kembali apakah kewajiban perpajakannya telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Melihat begitu besarnya manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak dari
peninjauan pajak, penelitian ini akan berfokus pada pelaksanaan peninjauan pajak
terkait pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai pada CV. MAS guna
menghindari sanksi perpajakan yang diakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.2.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan
beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apasaja kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh CV. MAS?

2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan CV. MAS?

3. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pajak pertambahan nilai CV. MAS?

4. Berapa keseluruhan sanksi (potensi) terkait pajak penghasilan dan pajak

pertambahan nilai yang CV. MAS terima?

1.3.  Tujuan Penelitian
Sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, tujuan

dilakukannya penelitian ini adalah:



1.4.

Mengetahui kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilaksanakan oleh CV.
MAS.

Mengetahui pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan CV. MAS.

Mengetahui pelaksanaan kewajiban pajak pertambahan nilai CV. MAS.
Mengetahui kemungkinan keseluruhan sanksi terkait pajak penghasilan dan pajak
pertambahan nilai yang CV. MAS terima.

Kegunaan Penelitian

Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi berbagai

pihak sebagai berikut:

1.

1.5.

Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau saran bagi
perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa mendatang
sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, seperti
contoh memberikan panduan kepada perusahaan dalam menghitung, memungut,
menyetorkan, dan melaporkan kewajiban perpajakannya di masa mendatang agar
dapat terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan yang kemungkinan dapat diterima
CV. MAS.

Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang berguna
bagi para pembaca terkait bidang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian
ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembaca yang dapat
membantu untuk melakukan penelitian dalam bidang perpajakan khususnya

mengenai peninjauan pajak.

Kerangka Pemikiran

Sumber pendapatan negara Indonesia yang terbesar berasal dari sektor perpajakan, di

mana pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur maupun

digunakan untuk belanja negara. Maka dari itu, pemerintah berusaha untuk semakin

memaksimalkan potensi penerimaan negara yang bersumber dari sektor perpajakan,



pemerintah terus berusaha meningkatkan rasio pembayaran pajak dengan cara
memberikan berbagai insentif dan fasilitas untuk memudahkan masyarakat untuk
memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya, lalu cara lainya adalah dengan
melakukan reformasi perpajakan yang pertama pada tahun 1983. Reformasi
perpajakan pada tahun 1983 menghasilkan lima undang-undang baru untuk
menggantikan undang-undang perpajakan hasil peninggalan kolonial Belanda yang
berlaku sebelumnya yang sudah dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan
zaman. Selain menghasilkan undang-undang perpajakan yang baru, reformasi
perpajakan juga memperkenalkan sistem pemungutan pajak yang baru, yakni self-
assessment system dan withholding system.

Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang
memperkenankan wajib pajak mengisi sendiri dan menyampaikan SPT dengan benar,
lengkap, dan jelas, serta menghitung sendiri pajak penghasilan yang terutang dan
membayarnya ke kas negara (Meliala & Oetomo, 2012, p. 11). Dengan kata lain, wajib
pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan
melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem
administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah (Maulida, 2018). Jenis pajak
yang menerapkan sistem pemungutan self-assessment system adalah Pajak
Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 28A atau Pasal 29. Sementara pada
sistem pemungutan withholding system, besarnya nominal pajak dihitung oleh pihak
ketiga (bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus). Jenis pajak yang
menerapkan sistem pemungutan witholding system adalah Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan
Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Meskipun penerapan sistem pemungutan self-assessment system dan
witholding system dapat mendorong tingkat pembayaran pajak yang dilakukan oleh
wajib pajak, namun penerapan sistem pemungutan self-assessment system dan
witholding system yang berarti memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk
menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya sendiri juga menimbulkan
konsekuensi tersendiri. Wajib pajak pada umumnya akan berusaha untuk menyetorkan
pajak serendah mungkin karena wajib pajak pada umumnya menganggap pemungutan

pajak sebagai sebuah beban yang harus mereka tanggung tanpa adanya manfaat yang



mereka dapatkan secara langsung. Dalam usaha tersebut, sangat besar kemungkinan
wajib pajak akan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah berlaku sehingga wajib
pajak dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana. Namun, wajib pajak
mungkin saja melakukan kesalahan penyetoran pajak tanpa adanya kesengajaan dan
dikarenakan oleh minimnya pengetahuan mengenai tata cara pemungutan pajak yang
berlaku di Indonesia sehingga wajib pajak tersebut juga terancam dikenai sanksi
perpajakan. Maka dari itu, untuk mengetahui apakah wajib pajak sudah menghitung,
memungut, memotong, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai
dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, wajib pajak dapat
melakukan peninjauan pajak.

Peninjauan pajak merupakan sebuah kegiatan untuk meninjau seluruh
kewajiban perpajakan yang seharusnya dipenuhi oleh wajib pajak dan pelaksanaan
pemenuhan kewajiban perpajakan baik secara perhitungan pajak, pemotongan,
pemungutan, penyetoran, pelunasan, dan pelaporan untuk menilai kepatuhan pajak
yang telah dilakukan (Suandy, 2016, p. 155). Dengan dilakukannya peninjauan pajak,
wajib pajak dapat mengetahui apakah kewajiban perpajakannya telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku atau terdapat kesalahan.
Jika ditemukan adanya kesalahan, maka wajib pajak dapat melakukan perbaikan atas
kewajiban perpajakan yang beliau lakukan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh
petugas pajak atau fiskus. Jika wajib pajak telah dengan sendirinya melakukan
perbaikan sebelum dilakukan pemeriksaan, maka wajib pajak dapat menanggung
sanksi perpajakan yang lebih ringan. Selain itu, peninjauan pajak juga dapat membuat
wajib pajak lebih memahami ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga
di masa mendatang wajib pajak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dalam
pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, berdasarkan pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
yang berisikan kewajiban perpajakan apa saja yang harus dipenuhi CV. MAS dan
transaksi yang terjadi di CV. MAS selama tahun 2018, pada penelitian ini hanya
berfokus untuk melakukan peninjauan pajak pada kewajiban perpajakan CV. MAS
yang terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak
Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai CV. MAS untuk



menghindari adanya ketidaksesuaian pada proses penghitungan, pemungutan, maupun
pelaporan kewajiban perpajakan dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat
menimbulkan dikenakannya sanksi perpajakan terhadap CV. MAS di masa

mendatang.
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